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PUTUSAN
Nomor 83 /Pdt.G/2022/PA.Mtw

=0
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan atas perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Akasia, RT.009,
Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito

Utara sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Karyawan Swasta PT.Mitra Barito, tempat tinggal di
Desa Muara Tuhup, RT.02, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten
Murung Raya,sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10
Februari 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Mtw,
tanggal 10 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1.
Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2001 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya,

Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah
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mengucapkan sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXX;
2,

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat

kediaman bersama yang beralamat di Desa Muara Tuhup, RT.02,
Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya dan sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima)
orang anak yang bernama;

A XXXXXXXXXKXXXKX

B, XXXXXXXXXXXXXXX

C.  XXXXXXXXXXXXXXX

d. XXXXXXXXKXXXXXXX

€. XXXXXXXXXXXXXXX
4,

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, akan tetapi sejak
Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling
diam dan acuh;

5.

Bahwa, perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

tersebut disebabkan antara Lain:

a.
Tergugat memiliki hubungan asmara dengan Perempuan lain yang
mana diketahui Penggugat melalui kerabat atau Teman dari Tergugat;

a.

Tergugat tidak peduli serta Tidak memberikan Nafkah Lahir maupun

Bathin kepada Penggugat semenjak Tahun 2017 hingga sekarang;
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6.

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
Tahun 2017 yakni sebagaimana pada Point diatas, akibatnya Penggugat
memutuskan ingin berpisah dengan Tergugat;

7.

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat

menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9.

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon

dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalildi atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXxXxXxXxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDER
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan
di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat
agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.Surat
1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK.XXXXXXXXXXXXXX yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung
Raya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen
serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.2;
B.Saksi
Saksi L.XXXXXXXXXXXXX umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di jalan HM.Hasim RT.09
kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai Paman Penggugat;
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. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Muara Tuhup

kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung raya;

. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 5 orang anak;

. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat rukun dan harmonis, dan sekarang keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak tahun 2017 mereka

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung

saat Penggugat bertengkar;

= [I00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah

karena masalah ekonomi Tergugat tidak peduli serta Tidak memberikan

Nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga jarang pulang ke rumabh;

. Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

. Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan

kediaman bersama;

. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah

datang lagi dan tidak pernah mengajak rukun lagi dengan Penggugat;

. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Saksi 2.XXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Jasa Angkutan Darat, bertempat tinggal di jalan Merak RT.18
kelurahan melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai sepupu Penggugat;

. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 83/ Pdt.G/2022/PA.Mtw Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Muara Tuhup
kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung raya;

. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu
telah dikaruniai 3 orang anak tetapi sekarang sudah 5 orang anak;

. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, dan sekarang keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak tahun 2015 mereka
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

. Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan
Tergugat bertengkar, saat itu saksi lewat di depan rumah mereka;

= [I00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah

karena masalah adanya perempuan lain sehingga Tergugat tidak peduli

serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

. Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

. Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan

kediaman bersama;

. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah

datang lagi dan tidak pernah mengajak rukun lagi dengan Penggugat;

. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap
ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada majelis hakim pengadilan Agama Muara Teweh agar menjatuhkan talak
satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan
alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan
Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas
adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan,
sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan
Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana
bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Teweh untuk
menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui
bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil
untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya,
sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
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ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus
dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus
tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fighiyyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim:
3>V plls 569 wzu plg preluall plS> o 2SI Wl o5 o

aJ
Artinya :"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,

maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi KTP
Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik,
karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam
gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat berdomisili di dalam
yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana bukti P.1 maka
Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang secara relatif untuk memeriksa
dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2
maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat
dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan
yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat
dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi
dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh
mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
di muka persidangan dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat yang
keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah
memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena sejak
tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara
dengan Perempuan lain sehingga berakibat Tergugat tidak peduli serta Tidak
memberikan Nafkah kepada Penggugat yang akhirnya sekarang Pengugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan selama pisah itu pula
Tergugat tidak ada mengajak rukun sehingga Penggugat dan Tergugat tidak
pernah kumpul kembali dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak
ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut
adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung
saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi
Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang
lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat
yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka
persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama
lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai
berikut:

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami

isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2001 dan telah dikaruniai

5 orang anak;

= Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang

sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat

sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

] Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran penggugat dengan

Tergugat adalah Tergugat memiliki hubungan asmara dengan

Perempuan lain sehingga berakibat Tergugat tidak peduli serta Tidak

memberikan Nafkah kepada Penggugat;
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. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal selama 4 tahun;

= Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun lagi

dengan Penggugat;

] Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada

usaha merukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang
terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat
tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis
Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya,
Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa dengan telah terjadinya
perselisihan dan Pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun,
dimana dan selama pisah itu tidak pernah kumpul lagi serta tidak ada usaha
rukun lagi dari Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut menurut majelis
hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali,
sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jis.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
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Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya
“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas
bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(broken marriage) karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah selama 4 tahun, tidak pernah
kumpul lagi, dan tidak ada lagi usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi
hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul
kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dan tujuan
perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan
ketentuan dalam Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 208, dari perkataan lbnu

Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang berbunyi sebagai berikut:
OSJSde3Myi3L°JMN¢9)ﬂJIuJ!U_9S‘UIu&w
oo Bo>g ity &SIl as,all | Josill wlusl pau> oY
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Artinya " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan
mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika
tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika
dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan
bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang
mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut
karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya
membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan
Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesial Nomor 23 tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk
mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi
korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan
demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup
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beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam
perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh
talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai
sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar
biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang
berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah  Rp
720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I
sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H dan Abdurahman
Sidik, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu
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oleh Kemijan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H Mulyadi, L.c., M.H.I
Hakim Anggota,

Abdurahman Sidik, S.H.I

Panitera Pengganti,
Kemijan, S.Ag., M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:
1.

Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00 +
Jumlah Rp. 720.000,00
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